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LAMPIRAN C.I  : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 13 TAHUN 2006
TANGGAL : 15 Mei 2006

FORMAT RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)....
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN ....

PEMDAHULUAN
(Pada Bab I Pendahuluan, memuat antara lain:

1.1.  Uraian kondisi/prestasi yang telah berhasil dicapai pada tahun berjalan
sebelum perubahan, perkiraan pencapaian setelah perubahan sampai
akhir tahun anggaran berjalan dan tahun yang akan datang;

1.2.  Uraian ringkas identifikasi permasalahahan/hambatan dan tantangan
utama yang dihadapi pada tahun berjalan sebelum perubahan,
perkiraan pencapaian setelah perubahan sampai akhir tahun anggaran
berjalan dan tahun yang akan datang)

GAMBARAN UMUM RKPD

Memuat gambaran umum prioritas pembangunan daerah yang diamanatkan
dalam RKPD untuk menyelesaikan permasalahahan/hambatan dan tantangan
utama serta menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya mewujudkan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPIMD.

Target Pencapaian Kinerja yang Terukur Dari Setiap Urusan

Pemerintahan Daerah

KODE

BIDANG URUSAN SASARAN L)

PEMERINTAHAN DAERAH e {(Juta Rp)

URUSAN WAJIB

01

Pendidikan

Program ...... R B

PROGRAM/ TARGET (%) ORGANISASY INDIKATIF

Kegiatan ......

dst ...

02

Kesehatan

Program ......

Kegiatan ......

dst ..

03

Pekerjaan Umum




55)

KODE

BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

1

SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN

TARGET (%)

ORGANISASY

PAGU
INDIKATIF
(Juta Rp)

Program .

Kegiatan ......

dst ...

L

Perumahan Rakyat

Program ......

Kegiatan ......

Penataan Ruang

Program ......

Kegiatan ......

dst ...

Perencanaan Pembangunan

Program ......

Kegiatan ......

dst ...

Perhubungan

Program ......

Kegiatan ......

dst ...

Lingkungan Hidup

Program ......

Keglatan ......

dst ...

Pertanahan

Program ......

Kegiatan ......

dst ...

Kependudukan dan Catatan Sipil

Program ......

Kegiatan ......

dst ...

Pemberdayaan Perempuan

Program ......

Kegiatan ......

dst ...

Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera

Program ......

Kegiatan ......

dst ...

Soslal

Program ......

Kegiatan ......

dst ...

Tenaga Kerja

Program ......

Kegiatan ......

dst ...

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program ......

Kegiatan ......

dst ...

Penanaman Modal
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KODE

BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SASARAN
PROGRAM/ -
KEGIATAN

TARGET (%)

ORGANISASI

PAGU
INDIKATIF
(Juta Rp)

Program ......

Kegiatan ......

dst ...

Kebudayaan

Program ......

Kegiatan ......

dst ...

Pemuda dan Olah Raga

Program ......

Kegiatan ......

dst ...

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri

Program ......

Keglatan ......

dst ...

Pemerintahan Umum

Program ......

Kegiatan ......

dst ...

Kepegawaian

Program ......

Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Program ......

Kegiatan ......

dst ...

Statisitik

Program ......

Kegiatan ......

dst ...

Kearsipan

Program ......

Kegiatan ......

dst ...

Komunikasi dan Informatika

Program ......

Kegiatan ......

dst ...

URUSAN PILIHAN

Pertanian

Program ......

Kegiatan ......

dst ...

Kehutanan

Program ......

Kegiatan ......

dst ...

Energi dan Sumberdaya Mineral

Program ......

Kegiatan ......




-4 -

KODE

SASARAN X PAGU
PROGRAM/ TARGET (%) ORGANISASI INDIKATIF
KEGIATAN (Juta Rp)

1§
BIDANG URUSAN |
PEMERINTAHAN DAERAH }
I

dst ...

Pariwisata

Program ......

Kegiatan ......

dst ...

Kelautan dan Perikanan

Program ......

Kegiatan ......

dst ...

Perdagangan

Program .....,

Kegiatan ......

dst ...

Perindustrian

Program ......

Kegiatan ......

dst ...

Transmigrasi

Program ......

Kegiatan ......

dst ...

JUMLAH

III.

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
SUMBER PENDANAAN

(Pada Bab 11, diuraikan dan dijelaskan tentang perubahan asumsi, kondisi yang
telah terjadi dan diperkirakan akan terjadi yang menjadi dasar penyusunan
Kebijakan Umum perubahan APBD.

Contoh asumsi dan kondisi yang menjadi dasar pencapaian sasaran pada
tahun berjalan sebelum perubahan, perkiraan pencapaian setelah perubahan
sampai akhir tahun anggaran berjalan dan tahun yang akan datang, terkait
dengan perubahan (1) laju inflasi, (2) pertumbuhan ekonomi regional, (3)
tingkat pengangguran regional, dan (4) lain-lain asumsi yang relevan dengan
kondisi daerah setempat.

Dalam rangka implementasi perubahan asumsi dan kondisi yang menjadi dasar
pencapaian sasaran, Kebijakan Umum Perubahan APBD harus mampu
menjelaskan kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Perlu dicermati dalam uaraian dan penjelasan tersebut, bahwa dengan adanya
perubahan asumsi tersebut mengakibatkan capaian kinerja yang telah
ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD dapat berubah sehingga perlu
dilakukan revisi/koreksi terhadap target/sasaran yang ditetapkan semuia.

Selain daripada itu, dalam Bab ini juga diuraikan dan dijelaskan mengenai
perkiraan perubahan penerimaan yang digunakan untuk mendanai seluruh
pengeluaran pada sisa tahun anggaran berjalan, baik penerimaan yang
bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (DAU, Dana Bagi
Hasil dan DAK) maupun penerimaan yang berasal dari pinjaman maupun
hibah.)
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Proyeksi Perubahan
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

BERTAMBAH/
el b (BERKURANG)
NO URAIAN
sebelum setelah
petubahan | perubahan Rp o
1, PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan asli daerah
1,11 Pajak Daerah
1.1.2 Retribusi Daerah
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
1.2 Dana perimbangan
121 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagl Hasil Bukan Pajak
1.2.2 Dana Alokasi Umum
1.2.3 Dana Alokasi Khusus
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah
131 Hibah
1.3.2 Dana Darurat
1.3.3 Dana Bagl Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah lainnya
134 Dana Penyesuaian dan Otonom| Khusus
135 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah lainhya
Jumlah Pendapatan
2. BELANJA DAERAH
2.1 Belanja Tidak Langsung
2.1.1 Belanja pegawai :
2.1.2 Belanja bunga
213 Belanja subsidi
2.1.4 Belanja hibah
2.1.5 Belanja bantuan sosial
2.1.6 Belanja Bagi Haslil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa
2.1.8 Belanja Tidak Terduga
2.2 Belanja Langsung
221 Belanja pegawai
2.2.2 Belanja barang dan jasa
223 Belanja modal
Jumiah Belanja
Surplus/(Defisit)
3 PEMBIAVAAN DAERAH
31 Penerimaan pembiayaan
311 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SiLPA)
312 Pencairan dana cadangan
3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
3.14 Penerimaan pinjaman daerah -
315 Penerimaan kembali pemberian pinjaman
3.1.6 Penerimaan piutang daerah




BERTAMBAH/
JUMLAH (BERKURANG)

NO URAIAN
sebelum setelah Rp %

perubahan | perubahan

Jumlah penerimaan pembiayaan

3.2 Pengeluaran pembiayaan

3.21 Pembentukan dana cadangan

3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah
3.2.3 Pembayaran pokok utang

3.2.4 Pemberian pinjaman daerah

Jumiah pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan neto

33 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan (SILPA)

IV. PENUTUP

Demikian rancangan kebijakan umum Perubahan APBD ini disusun untuk
dibahas dan disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan prioritas
dan plafon anggaran sementara.

................. , tangaal ..............
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
(tanda tangan)
(nama lengkap)
*) coret yang tidak periu
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd

H. MOH. MA'RUF, SE.

LBIRO HUKUM,
=1
)}




